
GUET 17 R EEAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR
~~ TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1,

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025 serta kondisi keuangan daerah yang tidak
sesuai dengan proyeksi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 maka Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 perlu
dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;

c.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

4,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7.

8.
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Riau Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2025
serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ] dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025
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BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai_ berlaku pada__ tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSLRIAU,

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR:

nan Sesuai Dengan Aslinya
AH BIRO HUKUM,

=
MD /DHARMADI, SH. MH.

“Pembina Tingkat I (IV/b)
h3>19840326 200903 1 003
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BAB ”
PENUTUP a

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau
tahun 2025 ini merupakan perwujudan perencanaan tahunan tahap ke-1 dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 yang saat ini fokus
untuk pencapaian indikator pembangunan Provinsi Riau dalam pemulihan ekonomi dalam
meningkatkan kesejahteraan masvarakat. Pencapaian target pembangunan yang
direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek
yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah saat ini. serta kinerja
pelayanan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2025

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau tahun 2025. Penyelarasan Prioritas

pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan baik antar sektor. antar wilayah,
antar tingkatan baik nasional. provinsi_ maupun kabupaten/kota serta menjadi acuan

penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025 di Provinsi Riau. Kemudian
menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi
Riau scrta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau tahun
2025 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2025.

GUBERNUR RIAL,

ABDUL WAHID
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